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TENTANG

PEMBENTUKAIT SUB ORGANISASI
LITYANAII PEI{GADAAII BARAITG/JASA SEICARA ELTKTROIYIK (LPSEI

Menimbang: a.

KABUPATEN I{ALMAIIERA BARAT

BUPATI HALMAIIERA BARAT,

bahwa untuk meningkatkan sistem pelelangan secara
elektronik dalam rangka efesiensi, efektifitas, transparansi,
persaingan sehat dan akuntabilitas dalam pengadaan
barang/jasa pemerintah, maka perlu dilengkapi dengan
sumber daya manusia yang memadai dan berkompetensi;

bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan pengadaan
barang/jasa {pelelangan} secara elektronik dan menjaga
kelangsungan sistem pelelangan secara elektronik di
ling!<ungan Pernerintah Kabupaten Halmahera Barat, maka
dipandang perlu untuk membentuk Sub Organisasi Layanan
Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik {LPSE}
Kabupaten Halmahera Earat dimaksud;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
hrrruf a dan b, perlrr menetapkan Keputusan Bupati tentang
Pembentukan Sub Organisasi Layanan Pengadaan
BaranglJasa Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten
Halmahera Barat;

Undang-undang Nomor 6O Tahun 1958 tentang Penetapan
Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun L957 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam
Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi
Undang:-und*g;

Undang-undang Nomor 8 Tahun L974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 43 Tahun L999;

Undang-undang Nomor 46 Tahun t999 tentang
Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan
Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana diubah
dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2OOO;

Undang-undang Nornor I Tahun 2OO3 tentang
Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten
Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula,
Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan
di Provinsi Maluku Utara;

Mengingat : 1.

5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan
Negara;
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6. Undang-undang Nornor 25 Tahun 20O4 tentang Sistern
Perencanaan Pembangurran Nasional;

7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2AA4 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pernerintah Fusat dan
Pemerintah Daerah;

B. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2414 tentang
Pernerintahan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2OO5 tentang Dana
Perimbangan;

1O. Peraturan Pernerintah llornor 58 Tahun 2OOS tentallg
Pengeioiaan Keuangan Daerah;

ll.Peraturan Pernerintah Nomor 38 Tahun 2AOT tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pernerintah,
Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten {Kota.;

12. Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2O1O tentang
Pengadaal Baran/Jasa Pemerintah sebagaimana telah
diubah kedua kalin3'p dengan Peraturan Presiden Rl Namor
7O Tahun 2AL2;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2AAG

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 3
Tahun 2A14 tentang Anggaran Pendapatan dan tselanja
Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran
2A15;

MEMUTUSI{AIT :

Membentuk Sub Organisasi Layanan Pengadaan
Barangpasa Secara Elelrtronik {I,PSE} Kabupafen
Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015 sebagai Pengelola
Pelelangan secara elektronik, dengan susunan keanggotaan
sebagarmana tercantum pad.a Lampiran Keputusan ini.

Sub Organisasi LPSE ssfoegaimana dimaksud Diktum
Kesatu, mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai
berikut:
1. Mengoperasikan sistem pelayanan pengadaan

barang / jasa secara elektronik;
2. Melakukan registrasi dara verifikasi perryediaalr

barang/jasa unfuk nTernastikan penyedia barangfia.sa
memenuhi persyaratan yang berlaku;

3. Melakukan pelatihan/tratning kepada Panitia Lelang dan
penyedia barangljasa untuk menguasai aplikasi sistem
pelelangan secara elektronik;

4. Sebagai ?wlp drsk yang menyediakan layanan sistem
pengadaan barang/jas secara elektronik bagi penyedia
bxang/jasa yang memerlukan panduan untuk mengikuti
tahapan lelang secara elektronik.
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Sub Organisasi LPSE sebagaimana dimaksud Dikturn
Kesatu, dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab
penuh atas segala operasional LPSE dengan tetap
berp.edome"n tesr;rai !.c-f.gnlr.;.ap. p,erat"-rrato, pemnd.ang-
undangan yang berlaku.

Dengan berlakunya Keputusan rni, maka f{eputusan Bupati
Halmahera Barat Nomor : 79IKPI,Slil12?75, dinyatakan
dicabut dan tidak berlaku lagi.

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya
Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Beianja Daerah Kabupaten Haimahera Barat Tahun
Anggaran 2015.

Keput-.rsam ini mulai h,erlakrr pe.da +"angga.l ditetapkan.

PEJABAT PARAF

Sekretaris Daeral:.

Ass. Bid.Pemr.&Adm.Umum -Z
Inspektur Inspektorat /8
Kabag. Hukum & Orgs. W

Ditetapkan di
pada tanggal

: Jailolo

Ternbusan Disarnpaikan Kepada :
1. Yth. Gubernur Maluku Utara di Sotifi,
2. Yth. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
3. I'th. Kepala BPfi Perwalcrlan Maluku Utara rJi Ternate,
4. Yth. Kepala Bappeda Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
5. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Haimahera Barat di Jailolo,
6. Yth. Kepala Badan PKAD Kab. Halmahera Ba-rat di Jaitolo,
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

: fut seFteunber 2015

BUPATI HALMAHERA BARAT,

lil
NAMTO H. ROBA
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TENTANG

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR i t1;/ €l\Y / tr/ ;ot;
TANGGAL : 3rr !c?{re*tbf[. 2(.)r,

DAFTAR SUSUNAN SUB ORGAN}SAS} LAYANAN
PENGAD,MN BAR{NGIJASA SECARA ELEKTRONIK (LPSE}
KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN
2015

BUPATI HALMAHERA/ BARAT,

//r/
NAMTO H. ROBA

NO NAMA JABATAN
1 MUHAMMAD IKSAN, S.Kom KETUA

2. FEBRIYANTO, S.Kom SEKRETARIS
-J. SUBHAN KIAT ANGGOTA

4. SAIFUL ZAINUDDIN ANGGOTA

\). ALBAR, SE ANGGOTA

6. DJAINAL AHADI, ST ANGGOTA

Ass Bid, Pemr: &Adm" Umune

Kabag Hukum & Orgs


